




2. Maraknya perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, Komisi X DPR
RI mendorong Kemendikbudritek RI untuk membuat peraturan baru terkait
peran dan fungsi serta formasi sesuai keilmuan Bimbingan dan Konseling.

3. Mendorong Kemendikbudristek RI agar dapat memenuhi rasio dan
distribusi guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dalam bentuk regulasi,
sehingga tersedia guru Bimbingan dan Konseling yang memenuhi kriteria
professional, dan dapat memberikan layanan profesional secara optimal.

4. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk menguatkan satgas penanganan
kekerasan yang melibatkan lintas KIL dan masyaralat agar penegakan
hukum dan disipilin pendidikan dapat berjalan dengan baik

3. Bahan paparan yang disampaikan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia (ASKIN) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
RDPU ini. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi
pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada
Kemendikbudristek RI.
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